STANDAR PELAYANAN No. Dokumen 09 / DPMPTSP / 2022
IZIN PRAKTIK DOKTER (Revisi -
Tanggal Pengesahan 21 Januani 2022
No | Komponen Uraian
I. |Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan:
4. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 2052 tahun 201 1. tentang 1zin praktik dan palaksanakan Prakiik Kedokteran:
5 Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Baral Nomor 4 Tahun 2019 (entang Penyelenggaraan Pelavanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 6a Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenany Bupati Sumba Barat Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelavanan Terpadu Satu Pints Dalam Penyelenggaraan
Pelavanan Perizinan dan Nonperiznan;
7. Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Sumba Barat,
Dan Nanperiznan
2 |Pesvaratan Surat permohonan:

i b9 -

=

Fotokopi STR dilegalisast KKI/melampirkan yang asli jika udak ada dilegahisasi.

Surat pernvataan mempunvai tempat prakuk, atau surat keterangan dari fasihitas pelavanan
Keschatan scbagai tempat prakuknya:

Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter vang bekerja pada mstans: / fasifitas pelavanan
kesehatan pemenntah atau pada instansi / fasilitas pelavanan keschatan lain secara purna waktu.

. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai lempat praktik.

Pas foto berwarna latar merah ukuran 4 x 6 cm scbamyak 3 lembar.

Melampirkan SIP pertama untuk permohonan SIP kedua dan/atau melampirkan SIP kedua untuk
permohonan SIP ketiga:

Rekomendasi dari Kepala Dinas Keschatan Kabupaten Sumba Barat .

Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Keschatan yang meny atakan bahwa masih bekerja pada
Fasilitas Keschatan vang bersangkulan;

10 Surat kunsa dan Folo Copy KTP pemohon apabila pengurusan divakili,




Sistem, Mekamsme dan Prosedur

Barkar tidak tanghop & tidak bannr

R 1.¢P..._.ﬂl I._.E_.‘.#

Froet Of Rekomandas Tiewm Toknis
Taknis

4. |Jangka Waktu Pelavanan/Pencrbitan 3 {Tiga) Hari Kerja
3 |Biava/Tanl Gralis
6. |Produk Pelayvanan Surat Izin Prakuk Dokter
7._|Penanganan Pengaduan, saran dan masukan 1. Petugas Pengaduan
2. Kotak Saran
3. Surat Pengaduan
4. Email: dpmptsp.sh Kabia gmail com
5. Telpon (0387) 2525264
6. Surver Kepuasan Masyarakat melalui kotak TkM
8 [Sarana. Prasarana. dan/atau Fasilitas ATK. Komputer, Printer, Wifi. Ruang kerja, Meja. Kursi. Toilel

9.

Kompetensi Pelaksana

10,

Berpendidikan S1, D3 dan SLTA

Berperilaku baik,

Memiliki komunikasi secara lisan dan tertulis dengan bark dan teliti,

Menguasai Standar Operasional Prosedur,

Memiliki pengetahuan tentang Perundang-Undangan terkait standar pelavanan dan informasi publik.
Mampu berkoordinasi dengan efekuf dan efisien.

Memiliki kemampuan kerjasama Tim:

Mampu mengoperasikan komputer

Memahami penggunaan Aplikasi Sister Informas) Pelavanan dan Aplikasi Lan,

LN SN

Pengawasan [nternal

Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalw rapat evaluasi dan rapat sewaktu-
waktu dalam keadaan vang dianggap penuing,

Ahli Madva melakukan verifikasi dokumen penizinan dan alau rapat tim Teknis SKPD serta
melaporkan kepada Kepala Dinas.

bt

. [Jumlah Pelaksana

Petugas Front Office. Petugas Back OMice. Analis Kebijakan dan Ahli Madva ( 10 orang)




Jaminan Pelayanan

== e =

Pengurusan Surat lzin sesuai dengan produk layanan sesual dengan Standar Operasional Prosedur:
Pengurusan Sural [zin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu,
Pengurusan Surat Izin vang bebas Calo dan Pungh

Jaminan Keamanan dan Kesclamatan Pelayanan

2.

3

Surat 1zin di cetak dijamin Keaslian diberikan nomor sural dengan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP
dan Cap basah serta diarsipkan

Kesclamatan dan kenyamanan kendaraan dengan penyediaan tempat parkir

Kesclamatan dan kenvamanan dalam pelavanan sangal dintamakan bebas dari pengutan liar

. |Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal minimal 2 kali dalam | Tahun untuk

selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan memngkatkan mutn seria kinerja pelavanan;

_Waikabubak, 21 Januari 2022
. _..— ¢ J Ny

Kepala Dinas vﬁaﬁngéﬂg Pelavanan Cerpadu Satw Pintu

Pembina ..‘.z pa Mud
NIP_ 19640414 199203 1 015




STANDAR PELAYANAN
IZIN PRAKTIK PERAWAT

No. Dokumen 11/ DPMPTSP /2022

Revisi o

._._Emm»_ Pengesahan 21 Januan 2022

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

el

(i

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah R1 Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repul
Standar Pelayanan:

Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
blik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 17 Tahun2013 tentang perubahan atas Peraturan Menten Keschatan
Nomr HK 02 02/MENKES/148/12010 tentang Lzin Penyelenggaraan Prakiik Perawat;

_ Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nontor 6a Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Bupati Sumba Barat Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan

Pelavanan Perizinan dan Nonperiznan,
Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2021 temang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Dan Nonpeniznan

Persvaratan

Surat permohonan;

Fotokopi ljazah vang dilegalisasi:

Fotokopi STR vang masih berlaku dan di legalisasi:

Surat keterangan schat fisik dari Dokier yang memiliki Surat zin Praktik;

Surat pernyataan memiliki tempat di praktik mandin atau di Fasilitas Pelavanan Keschatan diluar

prakuk mandin:

Pas foto berwarna latar merah terbaru ukuran 4 x 6 cm scbanyak 3 lembar:

Rekomendast dan Organisasi Profest,

Rekomendasi dari Kepala Dinas Keschatan Kabupaten Sumba Barat;

Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Keschatan yang menyatakan bahwa masth bekerja pada

Fasilitas Keschatan yang bersangkutan.

10 Surat kuasa dan Foto Copy KTP pemohon apabila pengurusan diwakili;




Sistem. Mekanisme dan Prosedur

Barkat tidad lenghap & Hidak bansr

TN
& — 4

Femshon Fram Offies
1

Rabornendazi

~ W

T Toknis
Tebnis

Jangka Waktu Pelayvanan/Pencrbitan

3 (Tiga) Hari Kerja

Biava/Tanl

Ciratis

Produk Pelavanan

Surat Lzin Praktik Perawat

B e P B

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Petugas Pengaduan

Kotak Saran_

._Surat Pengaduan
Email: dpmptsp sb kaba gmail. com

. Telpon (0387) 2525264

Survei Kepuasan Masyarakat melalu kotak IKM

Sarana. Prasarana. dan/atau Fasilitas

TK. Komputer, Printer, Wifi. Ruang kerja. Meja. Kursi, Toilet

- —— .

10

Kompetensi Pelaksana

Berpendidikan S1, D3 dan SLTA

Berperilaku baik.

Memiliki komunikasi sccara lisan dan tertulis dengan baik dan teliu,
Menguasai Standar Operasional Prosedur;

Mampu berkoordinasi dengan efekuf dan efisien:

. Menuliki kemampuan kerjasama Tim:

Mampu mengoperasikan komputer.

Memabami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan dan Aplikasi Lam.

Memiliki pengetahuan tentang Perundang-Undangan terkant standar pelavanan dan informasi publik.

Pengawasan Internal

R S B R R

waktu dalam keadaan vang dianggap penting;

o

melaporkan kepada Kepala Dinas

Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapal sewaktu-

Ahli Madya melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat um Tekms SKPD serta




1L

Jumlah Pelaksana

Petugas Front Office. Petugas Back Office. Analis Kebijakan dan Ahli Madva (10 orang)

Pengurusan Surat [zin sesuni dengan produk layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

12 [Jaminan Pelayanan 1

2. Pengurusan Surat [zin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu,
. 3. Pengurusan Surat lzin vang bebas Calo dan Pungli
13, [Jamunan Keamanan dan Keselamatan Pelavanan 1. Surat izin di cetak dijamin Keaslian diberikan nomor surat dengan dibubuli tanda tangan Kepala DPMPTSP
dan Cap basah serta diarsipkan
2. Kesclamatan dan kenvamanan kendaraan dengan penyediaan lempat parkir
. : 3. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pengutan har
14, |Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal minimal 2 kali dalam 1 Tahun untuk

selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta | kinerja pelavanan:

__Waikabubak. 21 Januari 2022

- e,
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R Pembina Wtama Muda/ V-

S0 NIP 19640414 199203 1015




STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION

No. Dokumen - 01 /DPMPTSP /2022

Revisi

i_g% . 21 Januan 2022

§ T

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038),
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
1 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pemvusunan dan Pencrapan Standar Pelavanan Minimal:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2018 tentang Pelavanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor $Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko:
6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 (entang Penyclenggaraan Perizinan Berusaha di Dacrah,
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tohun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelavanan Terpadu Satu Pintu:
8 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
nomeor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelavanan Publik dengan Partisipasi Masvarakat;
10 Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformast Birokrasi Republik Indonesia
nomor 15 Tahun 2014 tentany Pedoman Standar Pelayanan.
11 Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi secara Elektronik.
12 Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelavanan Penznan
Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
13 Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah Kabupaten Sumba Barat
14 Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2020 entang Perubahan atas Peraturan
Nomor Ga Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupat Sumba Barat Kepada Kepala Dmas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Dalam Penyelengaraan Pelayanan Periziman
Dan Nonperiznan

Persvaratan

UMK Perorangan

1. NIK

2 Emal Akuf

3 Nomor Whatsapp Akul

UMK Badan Usaha

NIK Direkiur

NPWP Perusahaan

Data Perusahaan

Data salah satu Direksi Perusahaan
Email Aktf

Tad b =

b

=y

Nomor Whatsapp Aktif




Non UMK

|. NIK Dircktur

2. NPWP Perusahaan
Data Perusahaan

. Data salah satu Direksi Perusahaan
Email Akuf

6. Nomor Whatsapp Akl

L

3 |Sistem, Mekanisme dan Prosedur
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FEPALE TANAY

Jangka Waktu Pclayanan/Penerbitan

Sesuai Service Level Agreement pada sistem 0SS berdasarkan sckior

5 |Biava/Tan{

Gratis, kecuali uhan komitmen IMB dipungut biava sesuni ketentuan retribusi IMB dan lzin Usaha

Pemenuhan Komitmen lzin

NIB

. |Produk Pelayanan

Sertifikat Standar/lzin (Menyesuaikan tingkat resiko)

Verifikasi, Notifikasi persetujuan dan penolakan

Upload dokumen melalui fitur wehfrom yang tersedia

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Persetujuan Pemenuhan Komitmen
Petugas Pengaduan

) = B B B O

Kotak Saran

3. Surat Pengaduan

4 Email: dpmptsp.sb_kaba gmail com

5. Telpon (0387) 2525264

6 Survei Kepuasan Masvarakat melalui kotak [KM




Penzinan,

8 |Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas ATK. Komputer, Printer, Wifi, Ruang Pelavanan, Mcja, Kursi, Ruang [nformasi, Loket Administrasi
Ruang Pengaduan, Loket Pengambilan Lzin, Ruang Tunggu, Ruang Pemyvimpan Arsip, Ruang Laktasi, Toilet.
5 - Halaman Parkir, Kotak Saran
- [Kompetensi Pelaksana I. Berpendidikan S1, D3 dan SLTA
2. Berperilaku baik:
1 Memiliki komunikasi sccara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti.
4 Menguasai Standar Operasional Prosedur;
5 Memiliki pengetahuan tentang Perundang-Undangan terkait standar pelavanan dan mformasi publik;
6. Mampu berkoordinasi dengan efekiifl dan cfisien:
7 Memiliki kemampuan kerjasama Tim,
8 Mampu mengoperasikan komputer
9. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan dan Aplikasi Lain;
10. {Pengawasan lniernal 1. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalw rapat cvaluasi dan rapat sewaktu-
waktu dalam keadaan yvang dianggap penting:
2. Ahli Madva melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis SKPD serta
3 _. Bm B F Bm_ h
11. |Jumlah Pclaksana 0 M-|”w..m3_.r§ ahpala DEMPLSE
12 [Jaminan Peluyanan Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta dukungan olch

petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang SOPAN (Sopan. Obyvektif,
Profesional, Akuntabel. Nyvaman)

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelavanan

| Surat izin di cetak dijamin Keaslian dengan menggunakan QR Ceode

7 Scluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan Togin 1D vang berbeda untuk
setinp pemrosesan ijin untuk keamanan data

3. Keselamatan dan kenyvamanan kendaraan dengan penyediaan tempat parkir

4. Keselamatan dan kenvamanan dalam pelavanan sangat diutamakan bebas dan liar

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal mummal 2 kali dalam 1 Tahun untuk
selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu seria kinerja pelavanan

-~ Ayaikabubak. 21 Januari 2022
Kepals Dinas Penananian Nodal Dau Pelayanan Té¥padu Satu Pintu
. = T p

-,:mg,u nb VMg
- Pembina Utama Muda/ IV-c
"NIP 10640414 199203 1 013



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUMBA BARAT,

SAIRO UMBU AWANG,SE
NIP. 19640414 199203 1 015

Pengumpulan Data, Analisis dan Penyusunan

PAMA S0P Deregulasi/ Kebijakan Penanaman Modal

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Perda Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat

2 Peraturan Bupati Sumba Barat Nemor 33 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi
serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Barat

Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

SOP Kepala Dinas
SOP Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

ATK
Komputer/ laptop, printer
Buku Agenda Surat Keluar SPT dan SPPD

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak tersedia data yang akurat akan berpengaruh kebijakan dan mempromosikan sektor usaha

Data akan dijadikan bahan penyusunan Kebijakan dan Promosi dan diarsipkan dalam

bentuk manual dan elektronik




SOP : Pengumpulan Data, Analisis dan Penyusunan Deregulasi/ Kebijakan Penanaman Modal

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN |
KADIS SEKDIS KABID KASIE STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Menerima perintah untuk menyusun . .

1 rencana dan format pengambilan data progra kefje 1eMenit

2 _sw_é:m:a rencana dan format Program kerja 60 menit konsep rencana kerja dan
pengambilan data format
Mendiskusikan draf rencana kerja dan
format pengambilan data dengan Kabid, Konsep rencana kerja dan draf ; .

) et mue s 30 menit draf ren kerja dan format
rn...__m disetujui diperbanyak dan bila tidak J..o:.zﬁ Pencans jdin dan R
disetuiui diperbaiki

4 Hwhuh”“dmimx format yang telah draf rencana kerja dan format 30 menit rencana kerja dan format

5 |Melaksanakan pengambilan data format pengambilan data 1 hari data yang terkumpul

6 |Merekap data yang telah terkumpul data yang terkumpul 30 menit data
Mengidentifikasi dan menganalisa data ;

7 yang felah direkap data 60 menit draf pengelompokan data

8 |Mengelompokkan data sesuai peruntukan draf pengelompokan data 30 menit data sesuai peruntukan
Melaporkan hasil kerja kepada Kabid, bila 4

9 |disetujui diarsipkan dan bila tidak disetujui draf bahan Penyusunan kebijakan |15 menit mm:w: s

: . Kebijakan
diperbaiki
Mendokumentasikan data sebagai bahan . . Bukti Dokumentasi (dalam
10 penyusunan Kebijakan Bahan Penyusunan Kebijakan 15 menit bentuk Buk/ bundel)




SOP : Pengumpulan Data dan Analisis Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar dan Koperasi

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KADIS SEKDIS KABID KASIE STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT »

Menerima perintah untuk menyusun i .

L |rencana dan format pengambilan data Program kerja 15 Menit

2 z_m:ﬁ_mc_.._ rencana dan format Program kerja 60 menit konsep rencana kerja dan
pengambilan data format
Mendiskusikan draf rencana kerja dan
format pengambilan data dengan Kabid, Konsep rencana kerja dan draf . ;

i e disetujui diperbanyak dan bila tidak format 30 menit  |draf rencana kerja dan forma
disetujui diperbaiki

4 _<._m3t.m.1om=<mx format yang telah draf rencana kerja dan format 30 menit rencana kerja dan format
disetujui

5 |Melaksanakan pengambilan data format pengambilan data 1 hari data yang terkumpul

6 [Merekap data yang telah terkumpul data yang terkumpul 30 menit data
Mengidentifikasi dan menganalisa data _

t

7 vang telsh direkap data 60 menit draf pengelompokan data

8 |Mengelompokkan data sesuai peruntukan draf pengelompokan data 30 menit data sesual peruntukan
Melaporkan hasil kerja kepada Kabid, bila a

9 |disetujui diarsipkan dan bila tidak disetujui draf dokumen data pelaku usaha [15 menit Dokumen pelaku usaha
diperbaiki

) ] Bukti Dokumentasi (dalam
data Pelaku usaha
10 |Mendokumentasikan data Pelaku u Dokumen pelaku usaha 15 menit bentuk buku bundel)




SOP : Melakukan Pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar, dan Koperasi
PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN
KADIS SEKDIS KABID KASIE STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Menerima perintah untuk menyusun Program kerja 15 Menit
rencana dan format pembinaan
Menyusun rencana dan format . . konsep rencana kerja dan
2
pembinaan SEXy, Program kerja 60 menit o
Mendiskusikan draf rencana kerja dan Y 4
format pembinaan dengan Kabid, bila . Konsep rencana kerja dan draf ; ;
. disetujui diperbanyak dan bila tidak format ool draf renoantkalje dan format
disetujui diperbaiki
L MMMH.HMH_EN_A s draf rencana kerja dan format 30 menit |rencana kerja dan format
5 |Melaksanakan pembinaan pelaku usaha format pembinaan 1 hari data yang terkumpul
Melaporkan hasil kerja kepada Kabid, bila
6 |disetujui diarsipkan dan bila tidak disetujui draf dokumen Hasil pembinaan |15 menit Dokumen Pembinaan
diperbaiki
. . . s . Bukti Dokumentasi (dalam
7 |Mendokumentasikan hasil pembinaan Dokumen Pembinaan 15 menit btk Bk el




Lampiran :  Keputusan Bupati Sumba Barat

Nomor : KEP/HK/506/2020

Tanggal ;17 Juni 2020
Nomor SOP KEP/HK/506/2020
Tanggal Pembuatan 17 Juni 2020
Tanggal Revisi - DINAS PENANAMAN MODAL
Tanggal Pengesahan | 17 Juni 2020 DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU
Disahkan oleh Bupati Sumba Barat KABUPATEN SUMBA BARAT
Nama SOP : PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 1. Memahami peraturan dasar hukum pelayanan perizinan ( SMA/D-3/51).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 2. Memahami jenis-jenis perizinan (SMA/D-3/S-1).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 3. Memahami prosedur pelayanan perizinan (SMA/D-3/S-1).
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 4. Memahami standar teknis pelayanan (SMA/D-3/ §-1).
4. Peraturan Bupati Sumba Barat nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Kabupaten Sumba Barat
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 1. Komputer
2. SOP Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) 2. SIM Perijinan
3. SOP Perizinan Bidang Perindustrian. 3. Printer
4. SOP Perizinan Bidang Perdagangan. 4. Kendaran Bermotor (Roda 4 dan Roda 2).
5. SOP Perizinan Bidang Usaha Pariwisata. 5. Kamera
6. SOP Perizinan Bidang Kesehatan. 6. Alat Ukur (GPS, Meteran)
7. SOP Perizinan Bidang Konstruksi. 7. ATK
8. SOP Perizinan Bidang Usaha Perikanan. 8. Perlengkapan lain-lain.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Perlu ketelitian dalam pemeriksaan berkas permohonan. 1. Formulir permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
2. Perlu ketelitian dalam memverifikasi data pada saat survei lokasi. 2. Berkas permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
3. Perlu obyektif dalam menyusun kajian teknis/administrasi dalam rangka penetapan izin. 3. Berita Acara Tinjauan Lapangan.
4. Berita Acara Kajian Teknis/Administrasi.
5. Berita Acara Penetapan.
6. Berita Acara Pengembalian Izin.
7. Surat Keterangan Retribusi Daerah.
8. Sertifikat Izin.
9. Bukti pengambilan izin




URAIAN PELAKSANANA MUTU BAKU

PROSEDUR DPUPR BPD / OPERATOR PENGAWAS KEPALA DINAS KELENGKAPAN WAKTU QUTPUT
PEMOHON
Pendaftaran sampai Proses di DPUPR
dengan terbit SKRD Maksimal 27 Hari
Kerja
Menyerahkan Surat | SKRD
Perhitungan Teknis 10 Menit SKRD
Retribusi kepada o o
Pemohon
Pemohon membayar m SKRD Bukti Pembayaran
Retribusi ke Kas Daerah Retribusi
melalui Bank NTT dan
mengungggah Bukfti -
Pembayaran melalui
SIMBG
Menerima Bukti
Pembayaran  Retribusi 15 Menit
dari Pemohon - :
Penerbitan PBG Dokumen PBG dan
Lampiran Dokumen 15 Menit
PBG
Dokumen PB&  dan Dokumen PBG dan Pemohon
Lampiran Dokumen PBG | Lampiran Dokumen 15 Menit menerima
diserahkan kepada - PBG Dokunen PBG dan
Pemohon melalui SIMBG Lampiran
Dokumen PBG
Ditetapkan : WAIKABUBAK
Pada Tanggal : 1 OKTOBER 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SAIRO UMBU AWANG,S
NIP. 19640414 199203 1 015




